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"Sesungguhnyo Kami telah mengutus Rasul-Rasul kami

yang disertai keterangan-keterangan dan kami
turunkan bersama mereka kitab dan timbangan agar

manusio berlaku adil don kami turunkan besi padanya
ada kekuatan yang hebat dan manfaat-manfaat bagi

manusia dan ogar Allah mengetahui siapa yang
menolongNya dan menolong Rasul Nya yang ghaib

daripada Nya"(Q.S Al Hadid : 25).

Ayat tersebut diatas jelas tidak menyebut atau
memenintahkan manusia atau rasul sekalipun untuk

membenEuk negana, tetapi memenintahkan unEuk
menjadi subyek yang berlaku adil aEau membenikan

manfaat sebesar-besannya bagi sesama manusia aEau
siapapun yang berhubungan penan dan amanat.

Konstnuksj keEaEanegapaan lndonesia yang
menggunakan bentuk demoknasi, bukanlah "bentuk

lslam", tetapi jika demokrasi dijalankan dengan benan,
misalnya mengutamakan terjagana kebinekaan dalam
NKBI, atau untuk menegakkan keadilan untuk semua
(justice fon alll, maka konsEruksi demokrasi demikian

sejalan dengan peran kekhalifahan manusia dalam
bernegana yang digar-iskan dalam lslam.
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KATA PENGANTAR

l'irIa pcmbelajar ketatanegaraan atau ilmu politik tentu paham,

salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah

masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun
dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk

ungi, menjaga, serta menyejahterukan warga negaranya.

Mereka tentu juga paharn dengan salah satu alasan mengapa

nrgara dibentuk. yakni The greqtest happiness of the greatest number

ul0[ tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang

$sbcsar-besamyLl kepada jumlah sebanyak-banyaknya. Negara

rliadakan buk'nlab atas kehcndak alam, ulelaittkan atas kehendirk

r kyat rnelalui suatu berltLrk konhak yang kemuclian diiadikan dasar

negara. Pr'ncipt.mr) negara nlelalui kontrak itu dimaksudkan rtntuk

rnembangun liesejahteraan )'ang scbesar-bcsarnya bagi ralryat.

Semakin banyak rakyat yang mendapalkan kebahagiaan, berarti

ncgata suLse. tnettiulattken untanll islimerr anl :r'
I)alanr raDah itu. btlkaD soal bentuk negara yang me'njadi

penting, tapi bagaimana ncgara mengarllbil perall utama atau bahkan

iuntlamental dalnra ltehidrrpan rakyat Peran negara ini digariskan

dalam konstitusi. Apa yang menjadi kervajibanlya dalan mentenuhi

htrli-hali lakyat, srtclah cliatrtr di clalamnya.
l)alam ranah filosofis tentang kescjatian hidup bcnregara, yang

dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah

norma/aturan/hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya,

kedaulatan hukum menielma menjadi konsep negara hukum atau

negara yang didasarkan atas norma, sehingga dad nolTna yang

dibentuk inilah, setiap subyek bernegara atau bermasayarakat diatur.

Dalam konstruksi ketatanegaraan terdapat korelasi yang jelas

atau berkepastian antara hukum yang benumpu pada konstitusi

dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi'

Korelasi demikian ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi
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konstitusional. Dalam negara bersisteur <lernokrasi, partisipasi rakvatmerupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata f"i', ,.glr" frriirrrharus ditopang dengan sistem demokrasi, dernokrasi ,uiru oiiuf.u,,norma hukum atau konstitusi akan kehilangan b.rt;[ A;,;;;1,
;edangkan .hukum tanpa demokrasi atau ;libar;; ;*r", il,kehilangan kesejatiannya.

.^. Blku yang berjudul ,,KONSTRUKSI 
KETATANEGARAANISLAM" ini juga membahas banyak hal "i;, "rp"k''y;;**:11f#r,l,O:tan kewajiban. negara secara konstitusional, yang,,.:Iu1,ou:,rnr sebenarnya menjadi bagian dari ..teriemahan.. 

darioolirnn ]stam yang lnengatur etika kepernirnpinun utu, ,norrlmenjalankan rnanajernen kekuasaan drlant ielasinya dern* ,utr ri. 
'

Buku ini terdiri dari 14 Bab, yang O"fi. *t'l+'rri-il"U
dibahas mengenai eksistensi dan konsrruk"si k;;;;";";;;"
kaitannya dengan problem kehidupan ,".;;-il';"";;' ;;i;aspek-aspeknya.

.. Atas terbitnya buku ini disampaikan terimkasih pada banyakpihak.
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